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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, 

om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan! 

Di zaman sekarang, teknologi menjadi bagian penting dalam operasional 

perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana 

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Coorporate 

Governance (GCG) dapat diterapkan dalam dunia digital yang terus 

berkembang. 

Buku ini bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang 

bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara efektif di era digital 

pada Organisasi Sektor Publik ataupun Private. Dari penjelasan dasar tentang 

tata kelola hingga penerapannya dalam kegiatan sehari-hari, pembaca diajak 

untuk memahami pentingnya GCG dalam menjaga integritas dan kredibilitas 

perusahaan di tengah perubahan teknologi. 

Buku ini juga membahas teori, prinsip, struktur organisasi, tanggung 

jawab sosial perusahaan. Harapannya, pembaca bisa memanfaatkan 

pengetahuan ini untuk memperkuat bisnis yang beretika dan bertanggung 

jawab. Semoga buku ini menjadi panduan berharga bagi semua pemangku 

kepentingan perusahaan, termasuk pemilik, manajemen, regulator, dan 

masyarakat, untuk membantu menciptakan bisnis yang sehat dan 

berkelanjutan di era digital yang penuh tantangan. 

Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan yang 

bermanfaat. 

Salam hormat, 

 

 

Polii Einjelheart Hansiden 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 

 

Tata kelola perusahaan yang baik/good coorporate governance (GCG) 

merupakan dasar yang krusial untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama dalam era digital yang penuh tantangan. Konsep dasar 

dan sejarah evolusi GCG, yang telah menjadi pilar bagi stabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. 

Di era global saat ini, di mana tingkat persaingan semakin meningkat, 

perusahaan harus menjalankan operasionalnya dengan tingkat 

profesionalisme yang tinggi. Investor kini cenderung memilih perusahaan 

yang dikelola dengan profesional sebagai pilihan investasi utama. Namun, 

berbagai skandal perusahaan telah menunjukkan bahwa pengelolaan yang 

buruk sering kali menjadi akar dari masalah-masalah ini, dengan salah satu 

penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian 

informasi terkait perusahaan. Tata kelola perusahaan bertujuan untuk 

menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Secara teoritis, 

penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kinerja keuangan, pengurangan risiko, dan memastikan bahwa keputusan 

dewan komisaris tidak hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. 

Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik dan efektif dapat 

memperkuat kepercayaan investor. 

Di Indonesia, prinsip-prinsip GCG mulai diterapkan sejak negara ini 

menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF pada tahun 2002, dengan 

fokus pada peningkatan pengelolaan perusahaan-perusahaan dalam negeri 

(Yayasan Pendidikan Pasar modal Indonesia & Sinergy Communication, 

2003). Komite nasional kebijakan corporate governance (KNKCG) 

menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung 

jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterima secara 

internasional (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). 
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A. KONSEP DASAR DAN SEJARAH GOVERNANSI 

Teori yang cukup dominan dalam menjelaskan praktik governansi adalah 

teori keagenan, teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen & 

Meckling, 2019) dalam artikel mereka "theory of the firm: managerial 

behavior, agency costs and ownership structure" di Journal of Financial 

Economics, Vol. 3 No. 4, halaman 305–360. Teori ini berfokus pada 

penyelesaian dilema keagenan antara manajemen sebagai agen dan pemberi 

amanat (prinsipal). Dilema keagenan terjadi ketika prinsipal mendelegasikan 

kekayaan atau kekuasaannya kepada agen untuk dikelola. Teori keagenan 

berasumsi bahwa agen (manajer) cenderung memiliki kepentingan sendiri dan 

tidak ingin mengorbankannya demi kepentingan prinsipal. Sebaliknya, 

prinsipal (pemegang saham) selalu ingin meningkatkan kekayaan atau 

kekuasaannya (Daily et al., 2003). Oleh karena itu, teori keagenan melihat 

organisasi atau perusahaan sebagai ikatan kontrak yang seharusnya mencakup 

kesepakatan eksplisit antara prinsipal dan agen, yang biasanya mengharuskan 

agen bertindak demi kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaan 

mereka. 

Dalam kondisi ideal, (Turnbull, 1997) menyatakan bahwa agen (manajer) 

seharusnya menandatangani kontrak yang secara jelas menguraikan tugas-

tugas manajer dalam segala situasi dan bagaimana sumber daya organisasi 

akan dikelola. Namun, kontrak ini dapat menimbulkan masalah karena 

ketidakpastian masa depan tidak dapat dinyatakan secara eksplisit, sehingga 

agen dapat bertindak secara oportunis yang berdampak pada keengganan 

manajer untuk menggunakan kekayaan perusahaan secara efektif (Tricker, 

2015; Turnbull, 1997) dalam buku mereka "Corporate Governance: 

Principles, Policies, and Practices" menyatakan bahwa banyak bukti empiris 

menunjukkan bahwa manajer sering mengelola perusahaan seolah-olah milik 

pribadi mereka, mengambil remunerasi yang tidak sesuai dengan kinerjanya, 

dan menyalahgunakan posisinya. Inilah yang memicu terjadinya masalah 

keagenan, konflik antara agen dan prinsipal. 

Gambar dibawah ini mengilustrasikan hubungan di antara prinsipal dan 

agen. 
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Gambar Hubungan antara Prinsipal dan Agen 

 

Bagaimana cara membuat para agen atau manajer agar bertindak sesuai 

dengan kepentingan prinsipal atau pemegang saham di perusahaan? Hal ini 

dapat ditanggulangi dengan penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme tata 

kelola/governansi yang baik (Tricker, 2015). Mekanisme governansi 

diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa para manajer berkinerja 

sesuai dengan yang diharapkan prinsipal. (Walsh & Seward, 1990), “On the 

efficiency of internal and external corporate control mechanisms”, Academy 

of Management Review, Academy of Management Briarcliff Manor, NY 105 

(Walsh & Seward, 1990). menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai 

prinsipal memiliki dua mekanisme governansi, yaitu mekanisme internal dan 

eksternal. Mekanisme internal adalah dewan direksi yang terstruktur secara 

efektif, kompensasi, dan kepemilikan yang terkonsentrasi yang memampukan 

terjadinya pemantauan yang aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para 

agen atau manajer. Mekanisme eksternal adalah pasar yang berfungsi sebagai 

alat kendali perusahaan jika mekanisme internal tidak berfungsi atau gagal. 

Mekanisme internal sangat berfokus pada peran direktur independen (sistem 

one-tier) atau dewan komisaris (sistem two-tier) sebagai mekanisme 

monitoring, adanya prinsip, aturan, regulasi dan insentif untuk agen sebagai 

komponen utama governansi untuk menyelaraskan perilaku agen dengan 

kepentingan prinsipal dan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Gambar 

mekanisme governansi untuk memantau dan mengevaluasi perilaku agen atau 

eksekutif organisasi. 

 

 

PRINCIPAL AGENT Conflict of 

Interest 

Hires (Mempekerjakan) 

Performance (Kinerja) 
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Gambar Mekanisme Governansi Perilaku Agen 

 

Di era digital saat ini, tantangan dalam penerapan teori keagenan semakin 

kompleks. Realitas digital telah membawa transformasi signifikan dalam 

praktik tata kelola perusahaan, terutama dengan kemunculan teknologi seperti 

kecerdasan buatan (AI), big data, blockchain, dan platform digital lainnya. 

Beberapa aspek penting yang muncul dalam konteks digital adalah: 

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Teknologi blockchain dan big data 

memungkinkan monitoring dan pelaporan yang lebih real-time terhadap 

kinerja manajer atau agen. Prinsipal memiliki akses lebih besar untuk 

memantau kegiatan operasional dan keuangan perusahaan secara 

langsung. Hal ini mengurangi risiko asimetri informasi yang sering 

menjadi akar masalah keagenan. 

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Dengan adanya analitik data 

dan kecerdasan buatan, keputusan manajerial dapat didasarkan pada data 

yang lebih komprehensif, mengurangi subjektivitas dan peluang agen 

bertindak secara oportunis. Ini membantu memperkuat mekanisme 

internal perusahaan dalam memantau kinerja manajerial. 

3. Perubahan Struktur Kepemimpinan: Perusahaan digital sering kali 

memiliki struktur organisasi yang lebih datar, dengan budaya kolaboratif 

dan desentralisasi yang mempengaruhi hubungan antara prinsipal dan 

agen. Platform digital juga menciptakan akses langsung dari prinsipal ke 

karyawan atau pelanggan, memperpendek rantai pengawasan. 

4. Mekanisme Pasar yang Lebih Dinamis: Era digital juga mempercepat 

dinamika pasar eksternal. Teknologi memungkinkan reaksi cepat 

Dewan Komisaris 

Eksekutif 

Manajemen Direksi 

Pemegang 

Saham 

(Principle) 

Melindungi 

Melindungi 

Mengawa
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Melaporka
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terhadap kegagalan mekanisme internal, seperti melalui serangan 

akuisisi, pembelian saham, atau pengambilalihan oleh perusahaan yang 

lebih gesit secara digital. 

5. Risiko Keamanan Digital: Di sisi lain, munculnya teknologi ini juga 

menambah dimensi baru pada masalah keagenan, khususnya terkait 

dengan keamanan data dan perlindungan privasi. Agen yang memiliki 

akses pada data perusahaan dan pelanggan harus lebih diawasi dalam 

penggunaan dan pengelolaan informasi sensitif untuk mencegah 

penyalahgunaan. 

Integrasi teknologi digital dalam mekanisme tata kelola perusahaan 

menawarkan peluang besar untuk memperbaiki pengawasan dan efisiensi, 

namun juga membawa tantangan baru yang harus diatasi dalam 

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. 

 

B. PERKEMBANGAN DAN MUNCULNYA TEORI GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE 

Corporate governance muncul dari kebutuhan perusahaan untuk 

memastikan kepada para pemberi dana (principal/investor) bahwa investasi 

mereka dikelola dengan tepat dan efisien. Selain itu, melalui corporate 

governance, perusahaan memberikan jaminan bahwa manajemen (agent) 

bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. 

Secara umum, corporate governance memberikan perlindungan terhadap 

kepentingan semua pihak yang terlibat dengan perusahaan (Ali Shah & Butt, 

2009). Istilah Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan oleh 

Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai 

Cadbury Report (Tjager, 2003). Dalam bahasa yang lebih umum, good 

corporate governance dapat diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan 

yang baik. Namun, sebagai sebuah konsep, good corporate governance tidak 

memiliki definisi yang tunggal. Menurut Ball (1998) dalam (Evans et al., 

2002), corporate governance dapat diartikan sebagai serangkaian aturan atau 

kesepakatan institusional yang secara efektif mengatur proses pengambilan 

keputusan. (Shleifer & Vishny, 1997) lebih jauh menjelaskan bahwa corporate 

governance adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa para 

penyedia dana atau pemilik modal perusahaan mendapatkan pengembalian 
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atau return dari aktivitas yang dilakukan oleh manajer, atau dengan kata lain 

bagaimana para penyedia dana perusahaan mengontrol manajer. 

(Cadbury Committee, 1992) mengemukakan bahwa good corporate 

governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 

agar mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab 

perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang 

saham khususnya, dan pemangku kepentingan pada umumnya. Sementara itu, 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2004) 

dan FCGI (Forum for Corporate Governance di Indonesia) (2001) 

mendefinisikan good corporate governance sebagai seperangkat aturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya terkait dengan 

hak dan kewajiban mereka (OECD, 2004). Dengan kata lain, ini adalah sistem 

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 

tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik good corporate governance 

pada BUMN, Corporate Governance didefinisikan sebagai: “Proses dan 

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi 

ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas 

berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika, serta memperhatikan kepentingan 

para pemangku kepentingan, dengan tujuan jangka panjang untuk 

meningkatkan nilai pemegang saham (Sudarmanto et al., 2021). 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance adalah sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya 

untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal tanpa merugikan pemangku 

kepentingan. Good corporate governance merupakan upaya yang dilakukan 

oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menjalankan usaha dengan baik 

sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. 
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Latar Belakang Munculnya Good Corporate Governance 

Haryono Manossoh menjelaskan secara umum, kemunculan good 

corporate governance (GCG) didasari oleh dua faktor utama, yaitu faktor 

akademis dan faktor praktis (Manossoh, 2016). Dari sisi akademis, kebutuhan 

akan GCG muncul dari berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli. 

Sementara itu, dari sisi praktis, kebutuhan ini menjadi lebih nyata ketika 

beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Enron dan Worldcom, 

serta auditor besar Arthur Andersen, mengalami kehancuran akibat buruknya 

tata kelola manajemen. 

Secara akademis, terdapat dua teori utama yang berhubungan dengan 

GCG, yaitu stewardship theory dan agency theory (Chinn & Jones, 2000). 

Stewardship theory memandang manajemen sebagai entitas yang dapat 

dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik dan pemangku 

kepentingan, dengan asumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, 

mampu bertindak dengan tanggung jawab, dan memiliki integritas serta 

kejujuran. Sebaliknya, agency theory melihat manajemen perusahaan sebagai 

'agen' bagi para pemegang saham yang mungkin bertindak lebih 

mementingkan kepentingan mereka sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan 

bijaksana terhadap pemegang saham, seperti yang diasumsikan dalam 

stewardship model. Berbeda dengan stewardship theory, agency theory 

menilai bahwa manajemen tidak dapat sepenuhnya dipercaya untuk bertindak 

demi kepentingan publik dan pemegang saham. 

Dalam perkembangannya, agency theory mendapatkan penerimaan yang 

lebih luas karena dianggap lebih mencerminkan realitas yang ada. Berbagai 

konsep tentang corporate governance berkembang berdasarkan agency theory, 

di mana pengelolaan dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap berbagai 

peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Upaya ini menimbulkan biaya yang 

dikenal sebagai agency costs. 

Menurut (Brigham & Daves, 2019), agency costs adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mendorong manajemen agar bekerja 

demi memaksimalkan harga saham, bukan demi kepentingan pribadi mereka 

sendiri. Selanjutnya, (McKnight & Weir, 2009) menyatakan bahwa agency 

costs muncul karena perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer, yang 

disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan. Perbedaan 

kepentingan ini mendorong manajer untuk bertindak secara oportunistik, 
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seperti mengambil alih sumber daya bisnis yang seharusnya memberikan 

pengembalian kepada pemilik (Miller & Le Breton-Miller, 2006). 

Dalam agency theory, corporate governance diperlukan karena adanya 

hubungan antara pemilik modal (principal) dan manajemen (agent), serta 

konflik yang mungkin muncul dari hubungan tersebut. Corporate governance 

berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh investor 

digunakan secara tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manajemen 

bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. 

Penerapan konsep corporate governance diharapkan dapat membangun 

kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola aset pemilik (investor), 

sehingga pemilik yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan tindakan 

curang untuk keuntungan pribadi. Masalah keagenan yang terjadi antara 

pemilik modal dan manajemen mendorong penerapan good corporate 

governance untuk meminimalkan potensi kecurangan (Ariwangsa & 

Kamyarta, 2007). 

Dari sisi praktis, urgensi good corporate governance muncul sebagai 

respons terhadap skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar di 

dunia. Kebangkrutan Enron Inc. adalah contoh nyata dari buruknya 

pengelolaan perusahaan. Enron, sebuah perusahaan raksasa energi, pada tahun 

2000 mencatat omset bisnis sekitar US$ 100 miliar, setara dengan pendapatan 

kotor Indonesia pada tahun yang sama. Namun, perusahaan ini ternyata telah 

memanipulasi laporan keuangannya selama empat tahun berturut-turut untuk 

menciptakan citra kinerja yang sehat. Manajemen Enron, bekerja sama dengan 

akuntan publik Arthur Andersen, melakukan pembohongan publik dengan 

menyusun laporan keuangan yang direkayasa. Akibatnya, Enron dinyatakan 

bangkrut dengan kerugian mencapai ratusan triliun (Manossoh, 2016). 

Skandal keuangan pada perusahaan besar seperti Enron mendorong 

munculnya good corporate governance, dengan harapan bahwa praktik tata 

kelola yang baik dapat mencegah terulangnya kasus-kasus serupa yang 

merugikan investor. 

Dari sudut pandang lain, penerapan good corporate governance dapat 

didorong oleh dua hal, yaitu etika dan peraturan. Dorongan etika (ethical 

driven) berasal dari kesadaran individu dalam dunia bisnis untuk menjalankan 

praktik yang menjaga keberlangsungan perusahaan, memperhatikan 

kepentingan pemangku kepentingan, dan menghindari pencarian keuntungan 
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jangka pendek. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (regulatory driven) 

memaksa perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang 

berlaku (Manossoh, 2016). 

Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance mulai dikenal pada 

akhir 1990-an, saat krisis ekonomi melanda. Buruknya tata kelola perusahaan 

dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada krisis ekonomi 

politik di Indonesia, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Oleh 

karena itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN memperkenalkan konsep 

Good Corporate Governance dalam lingkungan BUMN. Melalui Surat 

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 

2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN, 

pemerintah menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good 

Corporate Governance secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsipnya 

sebagai landasan operasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai 

pemegang saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

pemangku kepentingan lainnya, serta berdasarkan pada peraturan dan nilai-

nilai etika. Pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) menyempurnakan Pedoman Good Corporate Governance yang telah 

ada (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). 

 

Perkembangan Historis 

Isu good corporate governance (GCG) telah menjadi salah satu topik 

yang sangat populer dalam dekade ini, bahkan menempati posisi yang sangat 

penting. Pertama, GCG dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan 

perusahaan untuk tumbuh dan meraih keuntungan dalam jangka panjang, serta 

mampu bersaing di pasar global. Kedua, krisis ekonomi di Asia dan Amerika 

Latin dipercaya terjadi karena kegagalan dalam penerapan GCG (Daniri & 

Simatupang, 2009). 

Perhatian terhadap corporate governance semakin meningkat terutama 

karena skandal besar seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan seperti 

Enron, Worldcom, Tyco, dan lainnya. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan 

publik ini disebabkan oleh kegagalan strategi dan praktik curang oleh 

manajemen puncak, yang berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi akibat 

lemahnya pengawasan independen oleh dewan direksi. 
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Di Asia, krisis keuangan yang melanda berbagai negara pada tahun 1997-

1998, yang dimulai dari krisis di Thailand (1997) dan menyebar ke Jepang, 

Korea, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura, hingga menjadi 

krisis finansial Asia, dianggap sebagai akibat dari lemahnya penerapan GCG 

di negara-negara tersebut (Arifin, 2005). Kelemahan ini dipicu oleh beberapa 

kondisi objektif yang serupa di negara-negara Asia, seperti hubungan erat 

antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, 

serta intervensi pasar. Hal ini menyebabkan negara-negara tersebut tidak siap 

memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager, 2003). 

Good corporate governance secara definitif adalah sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value 

added) bagi semua pemangku kepentingan (Sulistyanto, 2008). Ada dua aspek 

penting dalam konsep ini. Pertama, hak pemegang saham untuk mendapatkan 

informasi yang benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan 

transparan mengenai semua informasi terkait kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Kegagalan beberapa perusahaan 

dan munculnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis ini merupakan 

dampak buruk dari penerapan corporate governance yang tidak memadai. 

Good corporate governance kemudian menjadi isu penting, terutama di 

Indonesia yang sangat merasakan dampak parah dari krisis tersebut. 

Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di 

pasar modal yang ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

menunjukkan rendahnya kualitas praktik GCG di Indonesia. 

Misalnya, pada tahun 2001 terdapat dugaan insider trading terhadap 

saham PT Bank Central Asia (BCA) yang melibatkan manajemen yang 

memanfaatkan informasi penjualan saham kepada investor strategis untuk 

keuntungan pribadi dengan memanipulasi informasi (Arifin, 2005). Praktik 

perdagangan menggunakan informasi orang dalam ini merupakan 

pelanggaran terhadap salah satu prinsip GCG, yaitu kewajaran (fairness). 

Contoh lainnya adalah kasus mark-up laporan keuangan PT Kimia Farma 

yang dilaporkan dengan laba bersih tahunan yang dilebih-lebihkan sebesar Rp 

32,668 miliar, sehingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan 

yang akurat (accurate disclosure) dan transparansi (transparency), yang 
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sangat merugikan para investor karena laba yang overstated ini dijadikan 

dasar transaksi oleh investor (Arifin, 2005). 

Kasus-kasus ini menunjukkan betapa lemahnya sistem GCG yang 

berdampak pada buruknya kualitas laporan keuangan perusahaan. 

Dalam upaya penerapan good corporate governance, Walsh dan Seward 

(1990) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk membantu 

menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, 

yaitu (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme 

pengendalian eksternal yang berbasis pasar (Walsh & Seward, 1990) 

Mekanisme pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan 

menetapkan serangkaian aturan yang mengatur mekanisme pembagian hasil, 

baik dalam bentuk keuntungan, return, maupun risiko yang disetujui antara 

prinsipal dan agen. Sementara itu, mekanisme pengendalian eksternal 

melibatkan pasar sebagai alat pengendali perusahaan. 

Salah satu bentuk mekanisme pengendalian internal yang dapat 

menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah melalui 

kontrak insentif jangka panjang (Walsh & Seward, 1990); (Jensen, 1993). 

Kontrak jangka panjang ini melibatkan pemberian insentif kepada manajer 

ketika nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang saham meningkat, salah 

satu caranya adalah dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer 

(Jensen & Meckling, 2019); (Fama, 1980). Dengan demikian, manajer 

terdorong untuk meningkatkan nilai perusahaan atau kesejahteraan pemegang 

saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan pribadi mereka. 

Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (market for 

corporate control), jika manajemen bertindak untuk keuntungan diri sendiri, 

kinerja perusahaan akan menurun, yang tercermin dari penurunan nilai saham. 

Dalam situasi seperti itu, sekelompok manajer lain kemungkinan akan 

menggantikan manajer yang berkuasa. Oleh karena itu, mekanisme market for 

corporate control dapat menghambat perilaku manajer yang mengutamakan 

kepentingan pribadi (Jensen & Meckling, 2019). 

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan untuk 

menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan, yang merupakan tanggung jawab manajer, memungkinkan 

pemilik untuk mengukur, menilai, dan mengawasi kinerja manajer, serta 
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mengetahui sejauh mana manajer telah berusaha meningkatkan kesejahteraan 

pemilik. 

Selain itu, pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer 

berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik antara 

berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Jensen & Meckling, 

2019); (Watts & Zimmerman, 1990). 

Untuk menyampaikan informasi internal kepada pihak eksternal, 

perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan. Seperti yang dinyatakan 

dalam kerangka konseptual Financial Accounting Standards Board (FASB), 

tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan bisnis. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada investor dan kreditor dalam membuat 

keputusan terkait investasi dana mereka. 

Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu sumber informasi 

penting. Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) no 1: laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan, yang 

berguna bagi sebagian besar pengguna laporan dalam membuat keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2015). 

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebuah 

perusahaan, sehingga laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik 

agar dapat berfungsi dan bermanfaat bagi pengguna dan pemangku 

kepentingan. 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan 

yang disusun oleh perusahaan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus 

kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada 

dasarnya, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang berguna bagi banyak pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Penting untuk diingat bahwa laporan keuangan ini dibuat untuk 

menyampaikan informasi internal perusahaan kepada pihak eksternal yang 

menjadi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus 
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lebih dari sekadar angka karena mengandung informasi yang berguna bagi 

penggunanya. 

Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan 

dan menetapkan kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam pengukuran, 

pengakuan, dan pelaporan, agar laporan keuangan menjadi berkualitas tinggi, 

transparan, dan dapat diandalkan (Rezaee, 2004). Tanggung jawab besar ini 

berarti bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tujuan 

manajerial terkait pencapaian perusahaan di masa depan (Iatridis, 2011). 

Kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna 

bergantung pada karakteristik kualitatifnya, yaitu reliabilitas dan relevansi. 

Informasi dianggap andal jika bebas dari kesalahan material, tidak 

menyesatkan, dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur dan akurat 

dari keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, informasi relevan adalah 

informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, saat ini, atau masa 

depan, serta mengonfirmasi atau mengoreksi evaluasi masa lalu mereka 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). 

Pengguna laporan keuangan terdiri dari dua kelompok utama: internal 

dan eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak 

eksternal meliputi investor, kreditor, dan pemerintah yang menggunakan 

informasi akuntansi di luar manajemen perusahaan. Selain itu, auditor juga 

memiliki peran penting sebagai penjaga kualitas informasi akuntansi yang 

dihasilkan perusahaan. Untuk mencapai kualitas yang relevan dan reliabel, 

laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan 

kepada pengguna bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria 

yang berlaku. 

Dalam konteks good corporate governance, laporan keuangan harus 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan 

adalah alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan 

tentang pertanggungjawaban manajemen (Schipper & Vincent, 2003). 

Laporan ini diakui oleh investor, kreditur, pemasok, organisasi buruh, bursa 

efek, dan analis keuangan sebagai sumber informasi penting tentang 

keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan, yang diharapkan berguna 

untuk pengambilan keputusan. Informasi ini juga diharapkan menjadi 
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panduan bagi pemegang saham dan calon investor dalam menentukan minat 

investasi mereka terhadap saham perusahaan. 

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan penting untuk 

memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan, baik eksternal 

maupun internal, yang mungkin tidak memiliki wewenang untuk memperoleh 

informasi langsung dari perusahaan. Namun, terdapat ketidakseimbangan 

informasi antara manajemen dan pihak eksternal, di mana beberapa pihak 

dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan mereka, 

sementara yang lain tidak memiliki akses yang sama (Scott, 2015). 

Ketidakseimbangan ini dikenal sebagai asimetri informasi. 

Asimetri informasi terjadi karena distribusi informasi yang tidak merata 

antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka 

akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan pribadi, dan 

tingginya asimetri informasi menyebabkan manajer cenderung memanipulasi 

laporan keuangan untuk kepentingan pribadi mereka (Arifin, 2005). 

Manipulasi ini sering menimbulkan ketidaktransparanan dan konflik antara 

prinsipal dan agen. Perilaku manajerial yang tidak transparan dalam penyajian 

informasi menghambat praktik good corporate governance, karena 

transparansi adalah salah satu prinsip dasar dari good corporate governance. 

Asimetri informasi mendorong manajemen untuk bersikap oportunis 

dengan memperbaiki profil laba akuntansi (Richardson, 2000); (Chambers, 

1999), sebuah praktik yang dikenal sebagai manajemen laba. Manajemen laba 

terjadi ketika manajer, yang tidak berhasil mencapai target laba, 

memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi untuk memodifikasi laba yang 

dilaporkan. Manajer termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik untuk 

menghasilkan nilai maksimal bagi perusahaan, sehingga mereka cenderung 

memilih metode akuntansi yang memberikan informasi laba yang lebih baik. 

Menurut (Healy, 1985), manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan memanipulasi 

laba yang dilaporkan kepada pemangku kepentingan atau mempengaruhi hasil 

perjanjian yang tergantung pada angka akuntansi. Manajer cenderung 

melakukan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi akrual, yaitu 

transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas (Friedlan, 1994). 
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Praktik manajemen laba bertentangan dengan prinsip good corporate 

governance, yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan 

transparansi informasi yang akurat dan mencerminkan nilai fundamental 

perusahaan. Skandal keuangan pada perusahaan besar seperti Enron dan 

Worldcom menunjukkan bahwa manajemen laba menuju pada kecurangan 

akuntansi, yang mengakibatkan laporan keuangan tidak memenuhi kebutuhan 

informasi pengguna. Praktik ini merusak kualitas laporan keuangan, membuat 

informasi akuntansi tidak dapat menjadi dasar keputusan yang andal. 

Good corporate governance adalah konsep yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pengawasan 

manajemen, serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemangku 

kepentingan berdasarkan kerangka peraturan. Penerapan good corporate 

governance membuat pengelolaan perusahaan lebih fokus dan jelas dalam 

pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasan. Ada lima prinsip utama 

dalam good corporate governance: transparansi, akuntabilitas, tanggung 

jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini penting karena 

terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. 

Di bab selanjutnya akan membahas penerapan good corporate 

governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran kualitas laporan 

keuangan perusahaan diharapkan dapat meningkat. Hal ini berarti laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat lebih berguna untuk pengambilan keputusan 

dan memiliki karakteristik kualitatif yang relevan dan reliabel, serta 

meminimalkan praktik manajemen laba. Dengan demikian, laporan keuangan 

akan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna laporan. 

 

C. PERAN TRANSPARANSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

Transparansi adalah salah satu prinsip dalam GCG dan dalam konteks 

administrasi publik, pertanyaan tentang pentingnya konsep transparansi dan 

keterbukaan informasi publik sering muncul. Mengapa kedua konsep ini perlu 

diterapkan dalam administrasi publik? Mengapa transparansi dan keterbukaan 

informasi publik harus dijadikan nilai atau norma dalam praktek 

penyelenggaraan administrasi publik saat ini?. 
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1. Definisi dan Konsep Transparansi 

Transparansi dalam administrasi publik merujuk pada keterbukaan 

dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, alokasi sumber 

daya, dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini mencakup hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan pemerintah 

serta alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil. Transparansi 

bertujuan untuk mengurangi kerahasiaan yang tidak perlu, memastikan 

akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-

lembaga pemerintah. 

2. Pentingnya Transparansi dalam Administrasi Publik 

• Akuntabilitas: Transparansi membantu memastikan bahwa pejabat 

publik dan lembaga pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban 

atas tindakan mereka. Ketika proses dan keputusan terbuka, 

masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, 

serta menuntut pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan. 

• Peningkatan Kepercayaan Publik: Keterbukaan informasi dapat 

memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika 

informasi disediakan secara jelas dan tepat waktu, kepercayaan 

publik terhadap institusi pemerintah dapat meningkat, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

pemerintahan. 

• Pencegahan Korupsi: Dengan transparansi, potensi terjadinya 

praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan nepotisme dapat 

dikurangi. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat dan 

media untuk mengawasi dan melaporkan ketidakberesan yang 

mungkin terjadi. 

• Efisiensi dan Efektivitas: Transparansi dalam pengelolaan sumber 

daya publik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. Dengan informasi yang jelas, proses 

pengadaan dan alokasi dana menjadi lebih terstruktur dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Implementasi Transparansi dalam Administrasi Publik 

• Keterbukaan Informasi: Pemerintah harus memastikan bahwa 

informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kegiatan administratif 

tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Ini dapat 
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dilakukan melalui platform digital, publikasi laporan, dan 

pengadaan dokumen yang relevan. 

• Partisipasi Publik: Mengimplementasikan transparansi berarti 

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Konsultasi publik, forum diskusi, dan survei adalah beberapa cara 

untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan 

bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan 

harapan publik. 

• Pelaporan dan Evaluasi: Menyediakan laporan berkala tentang 

kinerja, anggaran, dan hasil kebijakan adalah langkah penting untuk 

meningkatkan transparansi. Evaluasi independen terhadap program-

program publik juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang 

dampak dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. 

4. Normatif dan Praktis dalam Administrasi Publik 

Menjadikan transparansi sebagai norma dalam administrasi publik 

tidak hanya melibatkan penerapan prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga 

menanamkannya dalam budaya organisasi. Ini memerlukan 

• Komitmen Kepemimpinan: Pimpinan pemerintah dan pejabat 

publik harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui 

tindakan dan kebijakan. Kepemimpinan yang proaktif dalam hal 

keterbukaan informasi akan mendorong seluruh organisasi untuk 

mengikuti jejak tersebut. 

• Kultur Organisasi: Membangun kultur organisasi yang 

mendukung keterbukaan dan akuntabilitas memerlukan pelatihan 

dan pendidikan bagi pegawai negeri. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami pentingnya 

transparansi dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. 

• Pengawasan dan Penegakan: Mekanisme pengawasan dan 

penegakan hukum yang efektif harus ada untuk memastikan bahwa 

prinsip transparansi dipatuhi. Ini termasuk sistem pelaporan 

pelanggaran dan mekanisme penegakan hukum yang adil untuk 

menangani kasus-kasus ketidakpatuhan. 

Transparansi dalam administrasi publik merupakan elemen krusial yang 

mendukung akuntabilitas, kepercayaan publik, dan pencegahan korupsi. 

Penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik perlu 
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dijadikan nilai dan norma dalam praktek administrasi publik untuk 

memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen 

dari semua level organisasi, serta mekanisme yang mendukung dan 

menegakkan prinsip-prinsip transparansi. 
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